
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;

a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan
Nomor 63 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pembentukan
Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor
18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
WaH Kota Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan,
masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan saat iru, sehingga
perlu diubah;

Menimbang

WALl KOTATARAKAN,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANWALl KOTANOMOR
63 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKANDEWAN PENGAWAS
BADANLAYANANUMUM DAERAH RUMAH SAKITUMUM KOTATARAKAN

PERATURANWALlKOTATARAKAN
NOMOR 34 TAHUN2021

WALlKOTATARAKAN
PROVINSI KALlMANTANUTARA

TENTANG



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
109/PMK05/2007 tentang Dewan Pengawas pada
Badan Layanan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tabun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2072) sebagaimana telab
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3711);

5. Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubab
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tabun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintab Nomor
23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);



Pasal 13

(1) Kepada Dewan Pengawas diberikan honorarium yang ditetapkan
dengan Keputusan WaH Kota dengan memperhatikan
pertimbangan Direktur dan kemampuan keuangan BLUD
RSUKT.

(2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebagai berikut:
a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 40% (empat

puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 36% (tiga

puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
c. Sekretaris Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 15%

(lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.
(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dibebankan kepada anggaran BLUD RSUKT dan dimuat dalam
RBA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 63
Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
(Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 291) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan WaHKota Tarakan Nomor 18 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan WaHKota Nomor 63 Tahun
2019 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (Berita
Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 428), diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan: PERATURAN WALl KOTA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURANWALl KOTA NOMOR 63
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAHRUMAHSAKITUMUMKOTATARAKAN.

MEMUTUSKAN:



BERITA DAERAH KOTATARAKANTAHUN2021 NOMOR 444

A. HAMID

----=='~ ---------

SEKRETARIS DAERAHKOTATARAKAN,

Diundangkan di Tarakan
padatanggal 24 September 2021

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 24 September 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tarakan.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II
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